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ABSTRAK

Pentingnya judul dari penelitian ini dikarenakan umumnya
masarakat kita ketika melangsungkan pernikahan tidak memikirkan
dampak dari sebuah pernikahan, apabila terjadi permasalahan yang
bahkan sampai berujung pada perceraian mereka akan kesusahan
membagi harta bersama yang diperoleh saat pernikahan berlangsug
(harta gono-gini) karena tidak adanya pijakan untuk dijadikan landasan
sebab tidak adanya kesepakatan sebelum pernikahan dilangsungkan atau
membuat perjanjian pra nikah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur dan
dokumen penunjang lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan
normatif yang mana penelitian ini menekankan pada aspek-aspek yang
tertuang di dalam undang-undang dan yang tertuang dalam ajaran-ajaran
Islam. Sedangkan teori yang digunakan yaitu maslahah mursalah.

Hasil analisa menunjukkan perjanjian pra nikah dilakukan secara
tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Implikasi perjanjianpra nikah
terhadap pembagian harta gono-gini dalam perceraian telah diatur dalam
pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Sedangkan menurut hukum Islam perjajian pra nikah yang terdapat d
alam Pasal 50 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perjanjian
kawin tidak bisa dirubah, namun jika para pihak sepakat untuk
merubahnya, dan hal itu tidak memberi kerugian kepada pihak ketiga
apabila perjanjian itu terikat dengan pihak ketiga maka perjanjian
tersebut boleh diubah. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang
berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan
tidak boleh melanggar perjanjian ini. Para pihak harus menaaati
perjanjian tersebut. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak
melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik
gugatan cerai atau ganti rugi. Sedangkan maslahah terhadap pokok
kajian ini apabila dilihat dari segi kandungan maslahah, maka termasuk
dalam kategori maslahah Al-‘Ammah yaitu kemaslahatan umum yang
menyangkut kepentingan orang banyak.

Kata Kunci: Perjanjian Pra-nikah, Harta Gono-gini, Hukum Positif , Hukum
Islam
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MOTTO
“Berani melangkah walau tak tentu arah, ada Tuhan yang akan membimbingnya”

-Mohammad Naem

‘You Become What You Believe”

-Muruatul Madaliyah

“Sebaik-baiknya Manusia yang dapat memberi manfaat terhadap Makhluk lain

2

nya

“Hidup hanya sekali, maka harus berarti”
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PEDOMAN STRANSLITERASI

Transliterasi merupakan kata-kata arab yang digunakan sebagai pedoman
kepenulisan saat penyusunan skripsi ini. transliterasi ini berpedoman pada Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543

b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
tidak
f Alif ) tidak dilambangkan
dilambangkan
@ ba’ B Be
< ta’ T Te
$ es (dengan titik di
< sa’
atas)
z Jim J Je
b ha (dengan titik di
ha’ ;
¢ bawah)
¢ kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
Z ze (dengan titik di
3 Zal
atas)
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J ra’ R Er
J Zai Z Zet
a5 Sin S Es
S Syin Sy es dan ye
$ es (dengan titik di
ol Sad
bawah)
d de (dengan titik di
ua Dad
bawah)
t te (dengan titik di
b ta’
bawah)
z zet (dengan titik
b} za’
dibawah)
£ ‘ain ‘ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
i Fa F Ef
d Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L ‘el
A Mim M ‘em
O Nun N ‘en
3 Waw w W
® ha’ H Ha




Hamza ’
s Apostrof
h
¢ Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah ditulis Rangkap

O Ditulis muta addidah

s Ditulis “iddah

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Dimatikan ditulis h

=
-

dala ditulis Hikmah

il ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah
terserapdalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

makaditulis dengan h.

RRE 1l = ditulis karamah al-Auliya’

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan

damah ditulis t atau h.




BHIH Ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis |
Dammah Ditulis U
E. Vokal Panjang
fathﬂah + alif ditulis A
- ditulis Jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis )
a
s ditulis
o Tas'a
. 1
kasrah + ya’ mati ditulis
il kartm
s ditulis
; u
dammah + wawu mati ditulis
SORRY - furad
o9 R ditulis

F. Vokal Rangkap

Xi



fathah + ya' mati ditulis Al

£,%0

i ditulis Bainakum

. ditulis au
fathah + wawu mati

ditulis gaul

e

Sy 0

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al Ditulis A antum
Ak Gt Ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif Lam diikuti dengan Huruf Qomariyyah dan

Syamsiyyah ditulis dengan Menggunakan “al”

Al ditulis al-Qur'an
Ol ditulis al-Qiyas
elandh ditulis as-sama
(il ditulis asy-syams

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

oAl ‘5;3 Ditulis zawi al-Furad
eIy Ditulis ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
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transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri
yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital

adalah huruf awal namadiri bukan huruf awal kata sandangnya.

. Pengecualian

Sistem pengencualian dalam transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat

dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah

dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab,

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub
dalam seluruh ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan
menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, !
interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa
kasih sayang antara anggota keluarga,? yang semuanya bermuara pada
harmonisasi keluarga.

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan
manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali
perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat
membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi rasa cinta
dan kasih sayang. Untuk membangun cita-cita kehidupan berkeluarga

tersebut, perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah

L Abd Nashr Taufik Al-Athar, Saat Anda Meminang, Terj. Abu Syarifah dan Afifah
(Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 5.

2 Ahmad Azar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, 1995), him. 1.



dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi berkaitan juga dengan hukum Negara.

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai

ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa

perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada

umumnya tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap harta

kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada

hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang

menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang

bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan

kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya

harta benda (kekayaan) dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itulah maka

dalam menjamin hubungan hukum keluarga dan hukum harta benda

perkawinan antara suami istri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat

dibedakan.®

3 J.Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan menurut BW dan Undang-
Undang Perkawinan, Yogyakarta, LaksaBang, , 2017, him. 2.



Dalam mengarungi berumah tangga terkadang ada percekcokan yang
bahkan sampai berujung terhadap perceraian. Perceraian antara suami dan
isteri bukan berarti tidak menyisakan sederet permasalahan. Apabila jika ada
anak sebagai hasil perkawinan, kepada siapakah dia harus menambatkan
nasibnya dihari esok, ayah ataukah ibu?. Selain persoalan krusial ini, masih
banyak polemik yang akan menyusul kemudian. Di antaranya mengenai harta
milik yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawanin. Dalam istilah
yang lebih popular di Negara Indonesia, harta milik suami isteri yang
diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dikenal sebagai sebutan gono gini
(harta bersama). Harta itu diperoleh atas usaha berdua ataupun yang dibawa
pada waktu pertama kalinya terjalin hubungan nikah.*

Persengketaan rentan terjadi antara suami dan isteri setelah mereka
bercerai. Lebih-lebih dikalangan ahli waris yang menuntut hak mereka.
Langkah bijaknya adalah harta gono gini itu harus dipilah sesuai dengan
ketentuan yang diurai diatas. Karena bagaimanapun harta itu terkait dengan

hak orang lain.®

* Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, Hukum orang dan Keluarga, Surabaya,

Airlangga University Prees, 2000, him. 79
% Ibid, him.120



Mengenai harta bersama itu sendiri, masih dibutuhkan klasifikasi
secara jelas mana yang menjadi objek harta bersama dan mana yang bukan.
Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan objek harta
bersama suami istri dalam perkawinan, perlu digambarkan mengenai ruang

lingkup harta bersama. °

Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon
pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu
untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu
saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang
harta gono-gini pada saat proses perceraian atau setelah terjadinya perceraian.
Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan
masalah pembagian harta gono-gini yang memang sangat rumit.’

Harta bersama atau dikenal dengan istilah harta gono-gini adalah harta
yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta
bersama, istri dak wajib mengumpulkan harta bersama. Akan tetapi istri harus

melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.6

° M.Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami
Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT”, Jurnal Komisi Yudisial
Vol 11 No.1 Tahun 2018, him 43.

" Thalib, S. Hukum keluargaan Indonesia. (Jakarta: Ul Press, 1986). him 85.



Sedangkan menurut Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang
diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya yakni
harta yang didapat suami istri selama perkawinan.®

Belakangan muncul wacana tentang perjanjian pranikah, yaitu suatu
perjanjian yang diproyeksikan sebagai bentuk kehati-hatian bagi kedua pihak
calon mempelai. Perjanjian pranikah yang selama ini berjalan, materinya
masih pada harta gono gini (harta bersama sebelum menikah), atau
manajemen harta percampuran setelah menikah akan dibagaimanakan, jika
ternyata terjadi perceraian. Contoh perjanjian pranikah tentang harta gono
gini pernah dilakukan oleh Dessy Ratnasari, aktris top Indonesia, pada
pernikahan pertamanya. Ironinya, ada pendapat yang mengatakan bahwa
contoh perjanjian pranikah yang hanya untuk memisahkan harta suami-istri
sehingga pihak yang mengusulkan, seperti Dessy Ratnasari sebagai orang

yang pelit. Padahal tidak demikian, akan tetapi itu sebagai bentuk kehati-

hatian dari Dessy Ratnasari.’

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka , 2001), him. 330.
° jurnal Hukum Jentera online, “Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?”, 31
Oktober 2005, (http://www.hukum.on-line.com), diakses pada 28 November 2005.



Dalam timbulnya permasalahan, maka hukum memegang peranan
penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam penyelasaian sebuah
masalah atau sengketa biasanya hukum menggunakan cara mediasi sebagai
salah satu Alternatif penyelesaian sengketa.

Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai negara
yang berlandaskan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur
oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian dan kewarisan.
Dengan lahirnya undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang
mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Oktober 1975 adalah merupakan salah
satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan
beserta akibat hukumnya. Contohnya terkait perceraian, apabila terjadi
perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari
perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami dan istri, kedudukan anak
maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan.!!

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur tentang

perjanjian pra nikah atau disebut juga dengan perjanjian perkawinan, yaitu

0 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,
Jakarta:Rajawali Pers, 2011, hlm. 11.

11 Reza Ahmad Zahid, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Harta Gono Gini Akibat
Perkara Perceraian”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol, 2 No 2, tahun 2018.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak berlakunya
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di
Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali
sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka
peraturan yang lama dapat digunakan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974). Secara spesifik perjanjian Pra Nikah atau (Prenuptial
Agreement) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Pasal 45 dan juga pada pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI).!2

Pada dasarnya perjanjian pra-nikah adalah sebuah perjanjian yang
dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan acara pernikahan untuk
mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah
bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan yang
bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak
apabila terjadi pertikaian dalam rumah tangga yang berujung dengan
perceraian, selain itu surat perjanjian pra nikah juga memiliki peran penting

untuk melindungi aset dan properti selama pernikahan jika terjadi

12 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam
Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.



kebangkrutan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Apalagi di era
sekarang ini banyak pernikahan yang tidak mengedepankan nilai-nilai agama,
kesusilaan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Dimana rasa cinta
dan kasih sayang sudah tidak lagi menjadi landasan yang utama dalam suatu
pernikahan. Seringkali pernikahan hanya dijadikan sebagai kepentingan
tertentu seperti jabatan, status, kekayaan dan lain sebagainya.'®

Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara
hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah
pihakatas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis
yang

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, Agama, dan kesusilaan disahkan oleh pegawai Pencatat
perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
tersangkut

3. Perjanjian tersebut brlaku sejak perkawinan dilangsungkan

* Happy Susanto, Pembagian Harta Gono gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta: Visimedia,
2008), Cet.Ke-2, him. 78



4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah
dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.'*

Masyarakat ternyata belum memiliki pengetahuan hukum memadai
tentang hal inijterutama di kalangan perempuan. Alhasil banyak sekali
ditemukan praktik monopoli terhadap pembagian harta gono-gini karena
kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap isu ini. Kalangan perempuan
banyak dirugikan dalam pembagian harta gono gini, karena posisi mereka
lemah dalam hubungan perkawinan. Untuk itu masyarakat kita terutama
perempuan perlu memahami apa yang dimaksud dengan harta gono gini dan
bagaimana ketentuannya secara hukum.®

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan melakukan
penelitian = dengan  judul: =~ “PERJANJIAN = PRA-NIKAH DAN
IMPLIKASINYA ~ PADA  PEMBAGIAN = HARTA  GONO-GINI:

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”

14 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 29.
15 Mike Rini, Perlukah perjanjian pranikah?, Dikutip dari Danareksa .com
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum posistif dan hukum Islam tentang

perjanjian pra nikah?

2. Bagaimana implikasi perjanjian pra nikah terhadap pembagian harta

gono-gini menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dari setiap penelitian pasti ada tujuan yang hendak ingin dicapai,

oleh sebab itu tujuan dari penulis dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana hukum perjanjian pra nikah menurut

hukum positit dan hukum islam

b. Untuk memahami bagaimana implikasi perjanjian pra nikah

terdhadap pembagian harta gono-gini menurut hukum positif dan

hukum islam

2. Manfaat
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Selain tujuan, dari setiap penelitian sedikit banyak pasti ada manfaat

yang dapat dipetik didalamnya, antara lain:

a. Secara Teoritis

1) Memperkaya khzanah keilmuan dibidang hukum positif dan

hukum islam, khususnya pengetahuan tentang hukum perjanjian

pranikah dan implikasinya terhadap pembagian harta gono-gini.

2) Sebagai tambaha bahan refresni bagi peneliti selanjutnya

khususnya dalam bidang hukum positif dan hukum islam tentang

perjanjian pra nikah dan imlikasinya terhadap pembagian harta

gono-gini.

b. Secara Praktis

1) Memberi sumbangsih posistf secara ril terhadap masyarakat

tentang perjanjian pra nikah dan implikasinya terhadap

pembagian harta gono-gini, sehingga masyarakat paham dan

meminimalisir terjadinya merasa dirugikan secara sepihak

karena ketidak tahuan.

2) Hasil dari penelitian ini diharap dapat menjadi rujukan terhadap

masyarakat yang ingin melakukan pernikahan, guna

mengantisipasi adanya suatu hal yang tidak diinginkan.
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D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil studi telaah penulis, terdapat beberapa penelitian
terdahulu yang membahas objek kajian mengenai perjanjian pra nikah dan
harta gono gini. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Fayza Miftach Fauzia Risanto dengan
judul “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Postif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota
Surakarta)” yang ditulis pada tahun 2020.%® Dalam skripsi ini penulis
menjelaskan tentang bagaima perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan
Banjarsari Kota Surakarta menurut prespektif hukum islam dan hukum
positif.Penulis menjlaskan bahawa perjanjian pranikah mengatur tentang
pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, kewajiban
suami, pembagian harta ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak,
mendirikan usaha, poligami dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga),
pembagian harta warisan. Menurut perspektif Hukum Islam isi perjanjian pra
nikah yang terdapat pada KUA Banjarsari Kota Surakarta tidak ada yang

menyimpang dari Hukum Islam, yang mana ada beberapa persamaan dengan

18 Fayza Miftach Fauzia Risanto “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Postif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)”,
Skripsi, Fakultas Hukum, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. 2020).
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skripsi yang hedak teliti, namun ada beberapa perbedaan yang mendasar,
karena penulis hanya berfokus terhadap perjanjian pra nikah dan manfaatnya
bagi calon suami isteri demi tercapainya keluarga yang sakinah.’

Kedua buku yang diterbitkan oleh penerbit K-Media dengan judul
“hukum keluarga islam dalam refleksi dan aksi” yang mana didalamnya
terdapat kumpulan tulisan-tulisan dari beberapa penulis yang konsen dalam
bidang ilmu fikih dan keluarga islam. Dalam buku ini dijelaskan pelaksanaan
perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak isteri
terhadap pembagian harta gono-gini. Dalam buku ini dijelaskan Ketentuan
tentang harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya
bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri,
namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur
adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal in1 sama dengan ketentuan yang
berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan
dan harta peroleh) harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri. pasangan

suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan, dan

" 6Yusuf Iskandar, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum
Perdata Di Indonesia”. (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019) him 1.
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juga dalam buku ini di jelaskan konsep perjanjian pra nikah menurut hukum
perkawinan di indonesia dan hukum figih.*®

Ketiga penilitian yang ditulis oleh Mellanda Putri Kuswerawati
dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Oleh Hakim Dalam
Perstektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat
Kelas Ib)” yang dimana penelitian ini lebih fokus terhadap pembagian harta
gono-gini ditinjau dari segi kemaslahatannya. Menurutnya , pelaksanaan
pembagian Harta Gono Gini oleh Pengadilan Agama Lahat Kelas IB ini telah
sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, kemudian pelaksanaannya dimulai dari pendaftaran
permohonan, Pemeriksaan, Mediasi, Pembuktian dalam sidang, Kesimpulan
dan Penetapan Hakim. Dalam hal ini penetapan Hakim didasarkan pada
kemaslahatan anggota keluarga dan lengkapnya persyaratan pemohon disertai
dengan bukti-bukti. Pelaksanaan pembagian harta gono-gini yang mana jika
dilihat dari eksistensinya atau keberadaan maslahah maka termasuk maslahah
mursalah karena harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil jika sesuai dari

perkara yang telah diajukan tersebut dan dari pembagian harta gono gini

* Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Positif Di Indonesia” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), him 2.
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tersebut maka menimbulkan manfaat bagi satu sama lain untuk kehidupan
selanjutnya nanti. Sedangkan jika dilihat dari esensi kualitasnya maka
termasuk maslahah hajiyyah karena dari pembagian harta gono-gini tersebut
hakim mempermudah prosesnya.'®

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Abd.Gafur Majid dengan judul
“Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif” ia
menjelaskan bahwa masih banyak terdapat kekuarangan,selain pengaturan
perjanjian kawin dalam Undang- Undang Perkawinan tidak selengkap KUH
Perdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur
tentang perjanjian kawin. Itu tampak dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974. Pada ayat 4 dikatakan bahwa “perjanjian tidak dapat diubah
kecuali atas persetujuan dari para pihak”. Hal ini bisa membuat keluasan bagi
para pihak bisa seenaknya dalam membuat perjanjian, karena jika diubah
pada saat perkawinan sudah dilangsungkan maka bukan perjanjian pra nikah
lagi namanya dan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap anak. Dan hal lain
juga bahwa undang- undang perkawinan masih menghidupkan dualisme

hukum.

19 Ahmad Assidik, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap

Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah™ (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017),

him 1.
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Kelima jurnal yang ditulis oleh Erica Ruth Amelia Sinurat dengan judul

“Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diterbitkan pada 2017.

Penulis menjelaskan bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “perjanjian

pranikah tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama

dan kesusilaan”. pengesahan perjanjian pranikah tersebut oleh pegawai

pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) undang-

undang tersebut. la mencontohkan hal yang melanggar batas hukum adalah :

Suami istri tidak boleh membuat perjanjian pra nikah yang berisi bahwa yang

satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada

bagiannya dalam keuntungan harta bersama sebagaimana tersebut dalam

Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian sahnya

Perjanjian pra nikah adalah jika aktanya telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri dan dicatat adanya Perjanjian pranikah tersebut, pada akta

perkawinan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil.?°

20 1bid him. 2
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Keenam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah” didalam jurdal ini penulis
menjelaskan perpanjian pra nikah menurut hukum islam dan hukum positif,
1a mengklasifikasikan pendapat ulama madzhab Syafi’i, Maliki dan madzhab
Hanbali yang mana ia menulis perbedaan pedapat di antaranya Perjanjian
bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangannya, tidak boleh
dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut imam Hambali
perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi’l, Hanafi dan Maliki

suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.?

E. Kerangka Teoritik
Tentu sebuah penelitian yang bijak adalah penelitian yang
membutuhkan teori mendasar dalam membangun pondasi analisis yang kuat.

Penelitian yang baik tentu didasari oleh sebuah teori, konsep, asas dan

2L Farida Dwi Irianingrum, Skripsi: “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat
Hukumnya” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), him 14.
y
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pendapat hukum yang diperoleh guna memperkuat validitas dari
permasalahan yang dikemukakan??,

Seiring berjalannya waktu dan berkembangan zaman problematika
kehidupan di dalam masyarakat semakin komplek begitu juga dalam tatanan
hukum di dalam perkawinan, baik hukum positif dan hukum islam, hukum
tidak boleh stagnan akan tetapi harus hidup dan terus berkembang untuk
menjawab tantangan zaman.

Dalam membedah penelitian ini, penulis menggunakan kerangka
teoritik dan pisau analisis yang relevan dengan objek kajian yang akan diteliti,
melihat dari sisi manfaat perjanjian pra nikah untuk masyarakat yang hendak
melaksanakan pernikahan, peneliti menggunakan teori maslahah mursalah
guna mengupas objek penelitiannya.

Maslahah al-Mursalah Merupakan sebuah konsep yang dikenal luas di
dalam studi ushul figih. la merupakan sebuah metode istinbath hukum
diantara metode istinbath lainnya.?® Maslahah mursalah (sering disebut juga

masalih mursalah atau istislah) adalah penetapan hukum berdasarkan

2 Lella Conyta, “Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial
Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga (2021), hlm. 20

2 Nyak Umar,Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaharuan
Islam, cet. Ke-1, ( Banda Aceh: Turats, 2017), him.1
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kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi
didukung oleh makna sejumlah nash.?*

Secara etimologi, kata “maslahah” berasal dari Bahasa Arab gla |
yang artinya sesuatu yang baik, patut, bermanfaat dan dapat diafirmasi oleh
akal sehat.? Sedangkan secara terminologi para ulama memiliki definisi yang
berbeda mengenai arti “maslahah”.

Menurut Imam Jalal al-Din al-Rahman menyebutkan bahwa definisi
maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.?® Imam
Ghazali merumuskan pengertian maslahah sebagai Tindakan memelihara
syara’ Islam yang mencakup hifdz ad din, hifdz al nafs, hifdz al ‘aqgl, hifdz al
nasl,dan hifdz al mal.?” Imam Thufi berkomentar bahwa maslahah adalah
suatu prasarana yang menimbulkan sebuah kemashlahatan dan madharat.
Beliau menganggap bahwa maslahah hanya berkaitan dengan bidang

muamalah.?®

2 Ali Sodigin, Figih Ushul Figh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di

Indonesia, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), him. 92

% Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya

Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” Assets, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012, him. 177.

% Rahmat Ilyas, “Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif

Ekonomi Islam,” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015, him.

%" Aminuddin Slamet Widodo, “Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili

Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia,” Skripsi, (Malang, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011), him. 47-48.

28 1bid.him.50.
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Sehingga maslahah dalam terminologi dapat disimpulkan sebagai
“Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh
manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara
menghindarinya”.?°

Amir Syarifuddin dalam bukunya menerangkan bahwa maslahah
terbagi menjadi dua bentuk bila dilihat dari tujuannya. Yaitu merealisasikan
sebuah manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (jalb al-manafi’)
dan menghindari kerusakan dan keburukan (dar’u al-mafasid).17 Dalam
praktiknya konsep maslahah dapat terpenuhi bila memenuhi 3 unsur, yakni
kepatuhan syari’ah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib)
dalam segala aspek yang menyeluruh dan tidak menimbulkan bahaya

(madharat).*°

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang ditempuh untuk

mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam sebuah penelitian.!

2 Fauzia, Tka Yunia & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif
Magashid al-Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 51.

30 Rahmat Ilyas, “Konsep Mashlahah ..... hlm. 10

31 P, Joko Subagyo, Metodologi Penelitian Dalam Teori & Praktik, (Jakarta: PT.Rineka
Cipta,1994), him. 2.
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Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid
dengan tujuan dapat ditemukan, dikebangkan, dan dibuktikan suatu
pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk
memahami, memecahkan dan mengatisipasi masalah dalam bidang tertentu.
Dalam hal ini penulis menetapkan beberapa aspek dalam metode
penelitiannya untuk mempermudah penelitian suapaya tersusun secara
sistematis, sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur dan
dokumen penunjang lainnya yang mengemukakan beragam teori
maupun dalil hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang
diteliti.®® Hal ini ditujukan agar data yang diperoleh jelas dan akurat.

2. Sifat Penelitian

32 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, cet. Ke-1 (Jember: STAIN
Jember Press, 2003), him. 38

3 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 1998), hlm. 36.
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Sifat penelitian yang kali ini digunakan penulis dalam menulisan
skripsi ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menyajikan
gambaran secara komprehensif, dan mendalam mengenai suatu keadaan
dan gejala tertentu.3 Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang
perjanjian pra nikah dan implikasinya terhadap pembagian harta gono-
gini menurut hukum positif dan hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam menulis skripsi ini adalah
pendekatan normatif, yang mana penelitian yang difokuskan untuk
menemukan hukum konkrit dari perjanjian pra nikah dan implikasinya
terhadap pembagian harta goni-gini menurut pandangan hukum positif
dan hukum Islam yang didasarkan kepada undang-undang dan aya-ayat
yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data
Mengingat karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan

maka teknik pengumpulan data yang digunakan berupa bahan primer

34 Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 10.
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dan bahan sekunder yang mana nantinya akan disebutkan sebagai
berikut:
a. Bahan Primer
Untuk bahan primer dari penelitian ini adalah undang-undang
perkawinan, hukum per data, kompilasi hukum islam (KHI) dan
beberapa literatur-literatur islam.
b. Bahan Sekunder
Adapun sumber data sekunder diambil dari jurnal, buku-
buku, skripsi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek
penelitian yang akan dijadikan penunjang dari sumber data primer.
5. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analilis
deskriptif. Dimana, data-data yang terkumpul kemudian diolah dan di
analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai perjanjian pra
nikah dan implikasinya pada pembagian harta gono-gini perspektif
hukum posistif dan hukum islam.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini maka penulis

menetapkan sisetematika penulisan sebagaimana berikut:
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Bab pertama, yaitu pendahuluan. Berisi hal-hal yang bersifat

universal sebagai gambaran umum bagi pembaca untuk memahami

tulisan ini secara menyeluruh. Bab ini memaparkan tentang latar

belakang masalah yang dijadikan sebagai alasan mendasar

pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian diterangkan

rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian

ini. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu telaah pustaka yang

bertujuan untuk membentuk ciri khas dan unsur kebaruan (novelty).

Setelah penelaahan pustaka penulis menyusun kerangka teori,

metodologi penelitian dan sistematika penulisan agar pembaca dapat

memahami alur penelitian ini secara jelas.

Bab kedua, membahsas tentang teori yang digunakan di

dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pengertian maslahah

al-mursalah dimuali dari pengertiannya, landasan hukum, syarat-

syarat, perkembangan, pandangan ulama madzhab, dan tinajuan

menurut Imam Al-Ghazali tentang maslahah al-mursalah.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum perjanjian

pra-nikah dan implikasinya terhadap pembagian harta gono-gini



25

Bab keempat analisis tinjauan hukum positif dan hukum
Islam tentang perjanjian pra nikah dan implikasinya terhadap
pembagian harta gono-gini serta penyajian tentang dampak positif
dan negatif dari perjanjian pranikah terhadap pembagian harta gono-
gini.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
Ditulisnya bab ini bertujuan untuk mengetahui intisari serta hasil
penelitian secara kompleks dan memberikan feedback terhadap

penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini yang dirumuskan
sebelumnya, maka pada bab ini dapat dibuat kesimpulan sebagai jawaban
terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum
normatif yang dilakukan dengan memperoleh bahan-bahan menunjang data
dalam penelitian ini yang mengkaji tentang implikasi perjanjian pra nikah
terhadap pembagian harta gono-gini menurut hukum positif dan hukum Islam
serta mengacu kepada analisis yang telah dilakukan kemudian dapat
dikemukakan sejumlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum perjanjian pra nikah menurut hukum positif menurut Pasal 29 Bab
V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa:
“pada waktu sebelum perjanjian berlangsung, kedua pihak atas persetujuan
bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan pasal diatas, tidak
jelas maksud dari perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan menurut
hukum Islam perjajian pra nikah yang terdapat dalam Pasal 50 Ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perjanjian kawin tidak bisa

dirubah, namun jika para pihak sepakat untuk merubahnya, dan hal itu

113
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tidak memberi kerugian kepada pihak ketiga apabila perjanjian itu terikat
dengan pihak ketiga maka perjanjian tersebut boleh diubah.

. Implikasi perjanjian pra nikah terhadap pembagian harta gono-gini dalam
perceraian telah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan, apabila perkawinan putus
karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing,
dalam hal tersebut maka apabila dalam pasangan yang membuat perjanjian
pra nikah bercerai maka pembagian harta sudah ditentukan dalam
perjanjian pra nikah. Sedangkan dalam hukum islam pembagian harta
gono-gini tergantung pada kesepakatan antara suami dan istri. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya kesepakatan ini didalam Al Qur’an disebut
dengan istilah “Ash Shulhu™ vyaitu perjanjian untuk melakukan
perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka
berselisih. Sedangkan maslahah terhadap pokok kajian ini apabila dilihat
dari segi kandungan maslahah, maka termasuk dalam kategori maslahah
Al-‘Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan
orang banyak. Berdasarkan kajian pokok yang dianalis yakni mengenai
perjanjian pra nikah dan implikasinya pada pembagian harta gono gini
sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hak calon sumai atau istri yang
hendak melaksanakan pernikahan guna memelihara jiwa (hifdz an-nafs)

dan memelihara harta (hifdz al- mal).
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B. Saran

Kepada Pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur secara khusus
tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat digunakan secara nasional di
Indonesia. Kemudian untuk calon suami istri sebelum melakukan perjanjian
perkawinan harus memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut.

Angka perceraian yang semakin meningkat bahkan berbagai macam
persoalan, perselisihan dan pelangaran-pelanggaran dalam rumah tangga
bermunculan, sehingga dalam mengantisipasi munculnya resiko potensial dapat
menimpa kehidupan sebuah rumah tangga, maka pasangan suami isti dianjurkan
untuk mempersiapkan perlindung preventif berupa pembuatan perjanjian

perkawinan.
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